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Article Info Abstract
Keywords: Organized cross-border crimes that deprive human rights, namely the Crime
Criminal Law Analysis, Human | of Trafficking in Persons (TPPO), often use population migration routes as the
Trafficking Crimes, Law main entry route. This research seeks to review how criminal law is applied to
Enforcement, Immigration. trafficking perpetrators who take advantage of immigration access, as well as

uncover the obstacles that arise when law enforcement is carried out in the
area of the Class Il Immigration Office of TPI Belawan. This study adopts an
empirical juridical approach with a qualitative analysis framework.

Submitted.: 02-03-2026 Information collection was carried out through the review of regulatory
Revised:09-04-2026 documents and in-depth discussions with officials at the Class Il Immigration
Accepted:17-04-2026 Office of TPI Belawan. The research findings indicate that enforcement efforts
Published:17-04-2026 against trafficking cases in the Belawan operational area rely on Law No. 21

of 2007 concerning the Eradication of Trafficking and Law No. 6 of 2011
concerning Immigration. It was identified that the modes of violation that often
occur are falsification of travel documents and the abuse of residence permits
to facilitate the sending of illegal migrant workers abroad. Significant
obstacles faced include challenges in proving criminal elements, disconnection
of the perpetrator network, and lack of synergy between law enforcement
agencies in the port area. In closing, improving immigration surveillance
capabilities and strengthening partnerships are important means to reduce the
threat of human trafficking through the sea route in the Belawan area.

Kata Kunci: Kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan merampas hak asasi manusia,
Analisis Hukum Pidana, yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), acapkali memanfaatkan
Tindak Pidana Perdagangan rute perpindahan penduduk sebagai jalan masuk utama. Riset ini berupaya
Orang, Penegakan Hukum, meninjau bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap para pelaku TPPO
Imigrasi Belawan. yang memanfaatkan akses imigrasi, sekaligus mengungkap hambatan yang

muncul saat penegakan hukum dilaksanakan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas
1I TPI Belawan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris dengan
kerangka analisis kualitatif. Pengumpulan informasi dilakukan melalui telaah
dokumen regulasi dan diskusi mendalam bersama para pejabat di Kantor
Imigrasi Kelas Il TPI Belawan. Temuan riset mengindikasikan bahwa upaya
penegakan terhadap kasus TPPO di wilayah operasional Belawan bersandar
pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO
serta UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Teridentifikasi bahwa
modus pelanggaran yang kerap terjadi adalah pemalsuan dokumen perjalanan
dan penyalahgunaan izin tinggal untuk memfasilitasi pengiriman TKI ilegal ke
luar negeri. Kendala signifikan yang dihadapi antara lain tantangan dalam
pembuktian unsur-unsur pidana, terputusnya rantai jaringan pelaku, serta
minimnya sinergi antarinstansi penegak hukum di area pelabuhan. Sebagai

penutup, peningkatan kapabilitas pengawasan keimigrasian serta penguatan
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kemitraan merupakan sarana penting guna menekan ancaman perdagangan
manusia melalui jalur laut di wilayah Belawan.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memang sudah lama dikenal menduduki lokasi
yang amat penting secara letak geografis serta posisi geopolitiknya, yaitu di jalur pelayaran
perdagangan dunia. Fakta ini makin didukung oleh besarnya jumlah penduduk sebagai sumber
daya manusia dan juga kekayaan alam yang melimpah ruah, yang pada gilirannya dipercaya
mampu mendongkrak potensi daya saing Indonesia dalam arena politik global.'"Membahas
serta mendalami isu mengenai perdagangan orang, terutama yang mengarah kepada perempuan
dan anak, bukan lagi menjadi sesuatu yang asing di Indonesia termasuk di Sumatera Utara,
Kota Medan dan sekitarnya. Ditambah lagi dengan situasi kemerosotan ekonomi akibat krisis
yang tak kunjung usai, hal ini makin mempercepat lonjakan perbuatan pidana termasuk
perdagangan orang, yang hamper setiap tahun terjadi.

Tindak pidana perdagangan orang didefinisikan sebagai kegiatan merekrut,
memberangkatkan, memindahkan, menampung, atau menerima seseorang, melalui ancaman
atau pemanfaatan kekerasan atau berbagai jenis pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan,
kebohongan dan/atau penyalahgunaan kewenangan atau keadaan yang lemah, ataupun
memberikan atau menerima imbalan uang agar mendapatkan izin dari pihak yang memiliki
otoritas atas individu tersebut, yang semua ini dilakukan demi tujuan eksploitasi.?

Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari
eksploitasi seksual, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa
perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.? Perdagangan orang belakangan ini

makin marak terjadi akibat rusaknya ekonomi, kondisi sosial, peperangan, dan musibah alam.*

' DODY ICHSAN RAMADHAN, “ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG MELALUI PERAIRAN DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI WILAYAH PERAIRAN
BELAWAN)” (UNIVERSITAS MEDAN AREA, 2024). hlm 1.

2 Yana Indawati Andi Ines Audryana Bachtiar, “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR,” JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU
SOSIAL (JHPIS) 2, no. 2 (2023): hlm 160-75.

3 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm 12.

4 Ridwan Arifin Anggie Rizqita Herda Putri, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA(Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in
Indonesia),” RES JUDICATA 2, no. 1 (2019): hlm 170-85,
https://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/RJ/article/view/1340/pdf.
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Isu ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku agar lebih gampang menjebak
sasaran, dengan dalih menawarkan lowongan pekerjaan sebagai langkah permulaan. Kejahatan
perdagangan manusia melibatkan tiga fase krusial langkah atau usaha pendahuluan, niat, dan
sasaran akhir. Usaha permulaan yang dimaksud meliputi penerapan paksaan, baik itu berupa
kekerasan jasmani, tekanan mental, intimidasi, maupun cara memengaruhi korban.>

Tujuan dari perbuatan itu tak lain adalah supaya orang yang melakukannya mampu
menguasai orang yang dijadikan sasaran, hingga akhirnya orang tersebut bersedia menuruti
keinginan pelaku. Sementara itu, hasil akhir yang diharapkan adalah si pelaku memperoleh
manfaat dari kegiatan eksploitasi tersebut. Perlu diketahui bahwa mayoritas korban dari tindak
pidana perdagangan manusia didominasi oleh kelompok usia anak-anak serta kaum hawa.
Negara telah memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak melalui pengesahan
oleh pemerintah terhadap UU RI Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Amendemen atas UU
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
tentang Penghapusan Segala Bentuk Prasangka terhadap Perempuan, yang merupakan wujud
dari penguatan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Kaum
Wanita, sebagai upaya menjaga hak-hak wanita dan anak.¢

Saat kita berupaya menegakkan aturan hukum, tujuannya adalah memulihkan kembali
nilai-nilai sosial dan kaidah yang berlaku. Agar penegakan hukum betul-betul membuahkan
hasil, ada beberapa hal yang mesti dicermati sebab ia bersinggungan dengan isu perdagangan
manusia. Beberapa pemicu yang ikut berperan adalah masih maraknya problem kemiskinan,
distribusi kesempatan kerja yang timpang, kualitas sumber daya manusia dan tingkat
pendidikan yang belum memadai, serta pola hidup yang cenderung boros dan materialistis yang
mendorong pemenuhan tuntutan hidup demi pengakuan sosial. Faktor lain yang berpengaruh
adalah karena Indonesia merupakan gugusan pulau yang terletak di posisi strategis,
menjadikannya sasaran empuk bagi sindikat perdagangan orang untuk menjadikan korban
sebagai pekerja seks atau budak. Ditambah lagi, stereotip bahwa perempuan berada di posisi
yang lebih rendah dan rentan terhadap perlakuan diskriminatif, yang akhirnya membuka

peluang terjadinya eksploitasi terhadap kaum hawa.”

5 United Nations, “United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Official Website, ‘The Crime of Human
Trafficking’.,” https://www.unodc.org/, diakses 28 Februari 2026, https://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/crime.html.

¢ Idul Adnan Muliadi, “ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA,” Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam 4, no. 1
(2024): hlm 22-43, https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar.

7 Ibid. hlm 50-63.
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Kawasan sumatera utara merupakan area yang rawan terhadap praktik perdagangan
manusia, di mana daerah Belawan, sebagai salah satu daerah yang tidak jauh dari kota medan,
berfungsi sebagai titik singgah bagi perdagangan baik di ranah domestik maupun global.
Kondisi ini memberikan celah bagi para aktor kejahatan untuk memfasilitasi keberangkatan
serta kedatangan korban perdagangan orang, yang kemudian dieksploitasi sebagai pekerja
migran atau diperbudak secara jasmani dan seksual.?

Data dari Walk Free Foundation terkait dengan Indeks Perbudakan Dunia Indonesia
berada di peringkat ke-8 dari 167 negara dalam hal praktik yang dilakukan. Perbudakan modern
atau perdagangan orang tertinggi. Hal tersebut disebabkan pada pada tahun 2014, terdapat
714.300 warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia tersebut. Jika
dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2013, perbedaannya sangat terasa. Pada tahun 2013,
terdapat sebanyak 210.970 warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Korban-
korban tersebut digunakan untuk tujuan fisik dan seksual mendapat perlakuan kasar,
penganiayaan, bahkan ada yang tidak memperoleh haknya sebagai pekerja yakni gaji.’

Kasus perdagangan manusia semakin melonjak disebabkan oleh besarnya keuntungan
yang diraih oleh pelaku. Bahkan, berdasarkan informasi dari PBB, kejahatan perdagangan
orang merupakan salah satu jenis organisasi kriminal yang menduduki peringkat ketiga
terbesar di dunia, yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD per tahun dalam bentuk pajak. Selain
itu, organisasi kriminal ini juga memiliki kaitan yang erat dengan tindakan pencucian uang.'?

Kebijakan hukum pastinya sangat krusial untuk diimplementasikan, terutama dalam
penanganan dan penegakan hukum terkait kasus-kasus perdagangan manusia agar hukum
dapat berfungsi sesuai harapan dan tujuannya. Menurut Mochtar K, tanpa adanya kekuasaan,
hukum hanya akan menjadi mimpi, sementara kekuasaan yang tidak dilandasi hukum
merupakan sebuah penindasan. !

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyetujui dan berkomitmen untuk
menerapkan Protokol Palermo. Negara ini berhasil mengesahkan serta mengundangkan
Protokol tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 58, yang
merupakan perpanjangan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. Ini adalah

UU No. 21 tahun 2007 mengenai penanggulangan kejahatan perdagangan manusia atau

8 Ibid. hlm 55.

° Paul SinlaEloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Malang: Setara Press, 2017). Hlm 7.

10M. Makhfudz, “KAJIAN PRAKTEK PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA,” ADIL: Journal of Law 4,
no. 1 (2015): hlm 225-244 https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.35.

1" Sanofta D.J Ginting, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peradgangan Orang
(Human Trafficking),” Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013. Hlm 26.
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UUPTPPO. Tindak pidana perdagangan manusia itu sendiri adalah setiap tindakan yang

mengandung unsur-unsur kejahatan sebagaimana diatur dalam UUPTPPO.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih untuk
menganalisis penerapan norma hukum pidana terkait TPPO dalam kenyataan praktis,
khususnya mengenai pengawasan dan penindakan melalui jalur keimigrasian di wilayah kerja
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.'> Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang No. 21 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan
bagaimana pelaksanaannya di lapangan. '3

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Pemilihan lokasi
ini dilakukan secara khusus karena Belawan adalah salah satu akses internasional (pelabuhan)
yang memiliki potensi tinggi untuk terjadinya perdagangan orang akibat penyalahgunaan

dokumen atau prosedur keimigrasian.'4

PEMBAHASAN
Analisis Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Konstruksi Unsur-Unsur TPPO dalam Perspektif Keimigrasian.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, struktur hukum dalam bidang keimigrasian dianggap terpenuhi ketika
terdapat tiga komponen penting (proses, metode, dan sasaran) yang berkaitan dengan fungsi
imigrasi proses meliputi semua langkah dari pengambilan hingga pengiriman calon korban ke
luar negeri melalui jalur resmi (terminal penumpang internasional Belawan).!> Sering kali
mencakup penipuan informasi, kebohongan mengenai jenis pekerjaan di luar negeri, atau
eksploitasi situasi rentan korban. Sasaran eksploitasi meskipun korban berangkat dengan cara
yang legal secara administratif, tujuan akhir tetaplah eksploitasi (pekerjaan paksa, prostitusi,
atau perbudakan). Dengan demikian, usaha untuk mengintegrasikan tipe kejahatan ini ke dalam

hukum di Indonesia merupakan suatu langkah yang konstruktif.'®

12 dkk. Hardani, Nur Hikmatul, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, CV. Pustak (Yogyakarta, 2020).
Hlm 18.

13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Ist edn (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016). Hlm 22.

14 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: 2020, 56 (Mataram: University Press, 2020). Hlm 30.

15 Irfanda, “Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian (Kasi
Lalintalkim)” (Belawan, 2025). Selasa 04 November.

16 Makhfudz, Op. Cit. Him 228.

29



Jurnal Dinamika Hukum Vol 27 No I April 2026 >

Tindak pidana perdagangan orang adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia
yang berkaitan dengan kebebasan, martabat, keselamatan, dan hak untuk bergerak. Selain
menjadi salah satu jenis pelanggaran hak asasi, aktivitas ini juga termasuk tindakan kekerasan
terhadap wanita serta melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh kaum perempuan.
Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Laporan Institut Peel tentang Pencegahan Kekerasan
yang menyatakan bahwa “Hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia.'’

2. Hubungan Dokumen Perjalanan (Paspor) dengan Modus Operandi

Dokumen perjalanan merupakan alat penting dalam tindak pidana perdagangan orang
lintas negara. Di Kantor Imigrasi Belawan, hasil analisis hukum mengungkapkan dua pola
utama dokumen asli tetapi palsu paspor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang,
namun berdasarkan informasi pemohon yang tidak benar untuk memenuhi syarat
perjalanan. Penyalahgunaan dokumen digunakan tidak sesuai dengan tujuan asalnya,
contohnya paspor untuk kunjungan wisata yang dipakai untuk bekerja secara ilegal di negara
lain demi menghindari prosedur penempatan tenaga kerja yang sah.!8

3. Penyalahgunaan Izin Tinggal sebagai Celah Transnasional

Pengaturan hukum pidana juga menyoroti penggunaan izin tinggal yang tidak semestinya.
Para pelaku sering kali memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk kunjungan atau izin tinggal
sementara dalam mengirimkan korban. Dari sudut pandang hukum, tindakan ini melanggar
Pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian, tetapi dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan
Orang, hal ini merupakan bagian dari serangkaian kejahatan terorganisir yang bertujuan untuk
memudahkan pergerakan korban melintasi perbatasan tanpa menarik perhatian petugas.'®

4. Peran Perantara (Recruiter/Broker) sebagai Aktor Intelektual

Perantara memiliki posisi yang sangat penting dalam menghubungkan para korban dengan
jaringan internasional. Dalam penelitian di Belawan, fungsi perantara dalam hukum pidana
dijelaskan sebagai berikut fasilitator administratif mengelola semua urusan birokrasi, dari
pembuatan identitas palsu hingga pengurusan paspor di kantor imigrasi. Membujuk korban
serta keluarganya dengan penawaran yang menjerat melalui biaya biaya perjalanan dan

lainnya. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 7 UU TPPO, perantara dapat

17 Peel Institute on Violence Prevention, “Human Trafficking Preliminary Literature Review,” 2017. Him 3.

18 Irfanda, “Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian (Kasi
Lalintalkim).” Selasa 04 November 2025.
19 Irfanda.
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dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pelaku utama karena terlibat dalam
persekongkolan jahat dalam jaringan perdagangan orang.

5. Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dalam Penegakan Hukum

Sebagai penjaga pintu negara, Kantor Imigrasi Belawan melakukan kontrol melalui dua
langkah langkah ajudikasi (pengajuan paspor) melaksanakan profiling dan wawancara
mendetail untuk mengetahui tanda-tanda awal terkait TPPO. Langkah pemeriksaan di
pelabuhan menunda keberangkatan penumpang yang dicurigai akan menjadi korban TPPO di
luar negeri dengan cara bekerja secara tidak resmi.

Unsur yang terdapat dalam kejahatan perdagangan manusia terdiri dari empat elemen.
Yang pertama adalah elemen pelaku, yang mencakup individu atau kelompok terorganisir serta
pihak penyelenggara negara. Elemen kedua berkaitan dengan proses atau tindakan, yaitu
rangkaian peristiwa tindak pidana perdagangan manusia yang bisa berlangsung baik secara
mendadak maupun terencana. Elemen ketiga ialah cara atau modus, yang mencakup tindakan
yang dilakukan untuk memastikan kelancaran proses tindak pidana perdagangan manusia, baik
melalui ancaman fisik, penipuan, penahanan, pemalsuan, atau pembayaran. Terakhir, elemen
keempat adalah tujuan, yang merujuk pada sesuatu yang menjadi faktor penyebab atau akibat
dari terjadinya kejahatan perdagangan manusia.?’

Tindak kriminal perdagangan manusia semakin parah akibat adanya persoalan sosial dan
ekonomi, perselisihan, atau bencana alam yang memaksa individu untuk mencari nafkah
dengan cara berpindah tempat.?! Kompleksitas pola kejahatan ini menunjukkan bahwa tindak
kejahatan mengenai perdagangan manusia tidak hanya dilakukan oleh satu individu, tetapi
memerlukan kolaborasi dan koordinasi di antara berbagai entitas. Setiap individu yang terlibat,
baik secara langsung maupun tidak, memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana
ini. Oleh sebab itu, pengelolaan kasus perdagangan manusia memerlukan pemahaman yang
komprehensif tentang fungsi dan peran setiap pelaku, serta kemampuan aparat penegak hukum
untuk mengungkap keseluruhan jaringan yang terlibat.??

Area perairan Belawan, yang membentang di Pantai Timur Sumatera Utara, terbagi antara

wilayah Kota Medan dan sebagian lagi masuk area Kabupaten Deli Serdang. Lokasi perairan

20 Paul. Op. Cit. Hlm 4-5.

2l and Abigail C. Burns. David O., Y. J. Choi, Jennifer E., “Seventeen years of human trafficking research in
social work: A review of the literature,” Journal Of Evidence-Informed Social Work. Journal by University of
Georgia., 2018, Him 1.

22 TRI WAHYU WIDIASTUTI, “UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(TRAFFICKING),” Wacana Hukum 9, no. 1 (2010): Hlm 107-120,
https://doi.org/https://doi.org/10.33061/wh.v9i1.308.
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Belawan persis di hadapan Selat Malaka, jalur pelayaran kapal yang sangat padat. Fasilitas
Pelabuhan Belawan, yang diakui sebagai pelabuhan laut terbesar di bagian barat Indonesia,
berjarak kira-kira 24 (dua puluh empat) kilometer dari pusat kota Medan.

Analisis dinamika pengawasan  Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, yang
dikonstruksikan berdasarkan pola umum kerawanan di wilayah pelabuhan internasional dan
fungsi koordinatif Tim PORA:

1) Pola Modus yang Ditemukan di Belawan

Sebagai pelabuhan yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura, modus
yang sering muncul meliputi modus surat tugas palsu para calon korban diberikan surat tugas
atau undangan untuk kegiatan fiktif di luar negeri agar meyakinkan petugas bahwa mereka
adalah wisatawan profesional, bukan tenaga kerja migran. Penyalahgunaan bebas visa
kunjungan para korban diberangkatkan dengan izin tinggal wisata, tetapi sesungguhnya mereka
sudah direkrut oleh jaringan untuk bekerja di sektor informal atau perjudian online di luar
negeri. Modus jalur tikus memanfaatkan kapal nelayan atau kargo kecil untuk meninggalkan
pelabuhan Belawan tanpa melalui pemeriksaan resmi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).?

2) Data Perkara

Penundaan keberangkatan rata-rata 10 hingga 20 individu setiap bulan mengalami
penundaan keberangkatan di TPI Belawan akibat dugaan kuat akan dijadikan pekerja migran
yang tidak sesuai prosedur (indikasi TPPO). Penolakan permohonan paspor setiap bulan,
puluhan orang yang mengajukan permohonan paspor ditolak karena memberikan informasi
yang tidak akurat atau terdapat ketidakcocokan antara tujuan perjalanan dan kondisi ekonomi
mereka.?*

3) Hambatan yang Dihadapi oleh Petugas

Kualitas pemalsuan digital dokumen pendukung yang diserahkan oleh pemohon, seperti
KTP atau KK, sering kali tampak asli namun palsu sehingga susah untuk dikenali dengan mata
telanjang. Luas wilayah perairan garis pantai Belawan yang sangat luas dan banyaknya
dermaga masyarakat membuat pengawasan fisik oleh jumlah personel yang terbatas menjadi

sulit dilakukan secara menyeluruh. Korban tidak jujur banyak korban TPPO yang telah

2 Irfanda, “Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian (Kasi
Lalintalkim).” Selasa 04 November 2025.
24 Irfanda.

32



Jurnal Dinamika Hukum Vol 27 No I April 2026 >

dijadikan pengikut oleh perantara untuk memberikan jawaban yang sama saat diwawancarai,
sehingga menyulitkan petugas untuk menemukan fakta yang sebenarnya.?’

4) Koordinasi dengan Kepolisian dan TIMPORA

Kerjasama dalam Penegakan Hukum: Apabila ditemukan adanya tindakan pidana
sederhana (seperti jaringan perdagangan manusia), Imigrasi Belawan akan bekerja sama
dengan Polres Pelabuhan Belawan atau Polda Sumut untuk menangani penyelidikan lebih
lanjut. Operasi Bersama Timpora Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap perusahaan-
perusahaan yang berada di kawasan industri Belawan serta kapal-kapal asing, bekerja sama
dengan unsur TNI AL (Lantamal), Bea Cukai, dan Dinas Tenaga Kerja untuk memantau
keabsahan tenaga kerja asing.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia mempunyai posisi penting dalam upaya menanggulangi serta mengawasi tindak
pidana perdagangan orang, terutama saat individu melintasi batas negara masuk ataupun keluar
dari yurisdiksi Indonesia. Tugas ini meliputi pemeriksaan keaslian dokumen perjalanan,
mengenali pola pergerakan yang patut dicurigai, serta mengatur lalu lintas orang melewati pos
pemeriksaan resmi maupun mengawasi di area perbatasan tak resmi. Selain itu, tugas Imigrasi
juga mencakup pemantauan terhadap keberadaan warga negara asing di tanah air agar
dipastikan kegiatan mereka sejalan dengan peraturan yang berlaku.2°

Agar bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, Direktorat Jenderal Imigrasi
merancang serangkaian program baru. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi
guna mengawasi jalur masuk dan keluar negara lewat sistem Manajemen Pengawasan
Perbatasan Terpadu (IBCM). Dengan teknologi ini, petugas bisa mengidentifikasi dini risiko
perdagangan orang dengan menganalisis data pelancong beserta dokumen perjalanan mereka.
Selain itu, pihak imigrasi juga giat menyosialisasikan bahaya Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) dan cara membentengi diri dari pemanfaatan, terutama kepada calon pekerja
migran. Kendati demikian, keberhasilan pencegahan dan pemantauan yang dilakukan imigrasi
mustahil tercapai tanpa adanya kerja sama. Diperlukan jalinan kemitraan yang erat dengan
lembaga lain, misalnya kepolisian, Kemlu, dan organisasi global sekelas Organisasi

Internasional untuk Migrasi (IOM). Kerjasama ini esensial agar upaya pencegahan,

2 Irfanda.

26 Boedi Prasetyo Racheline Angel Monica, “Peran Imigrasi dalam Pencegahan dan Pengawasan untuk
Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia,” JIHHP: Jurnal llmu Hukum, Humaniora, dan
Politik 5, no. 3 (2025): Hlm 2166, https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3832/2164.
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identifikasi, dan penindakan dapat dilaksanakan secara efisien. Kolaborasi tersebut juga krusial
guna menyediakan dukungan yang selayaknya bagi para korban, mencakup pemulangan,
pemulihan, dan pengintegrasian kembali ke lingkungan sosial.?’

Karena bertugas mengatur serta mengawasi pergerakan individu yang memasuki serta
meninggalkan wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi menduduki kedudukan krusial
dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan serius berupa Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO). Tugas pokok keimigrasian mencakup penertiban pergerakan di area perbatasan,
pemeriksaan legalitas dokumen perjalanan, dan pemantauan aktivitas serta keberadaan warga
negara asing di tanah air. Sehubungan dengan TPPO, imigrasi berada di posisi terdepan untuk
menangkap sinyal adanya upaya perdagangan manusia, baik yang terjadi melalui jalur resmi
maupun tidak resmi. Tanggung jawab imigrasi dalam menanggulangi TPPO jauh melampaui
sekadar fungsi pemantauan administratif semata. Institusi ini memiliki kewajiban lebih
mendalam untuk mengenali tanda-tanda indikasi perdagangan manusia, menghalangi
terjadinya eksploitasi, serta menjalin kemitraan dengan lembaga terkait guna menindaklanjuti
kasus yang terungkap. Dalam lingkup global, imigrasi juga berkontribusi dalam mempererat
kolaborasi antarnegara demi membongkar sindikat perdagangan manusia yang melibatkan
pelaku lintas batas negara.?®

Cara atau metode yang dipakai dalam praktik jual beli manusia dimulai dengan langkah-
langkah penipuan, yakni memberi janji pekerjaan dengan upah besar kepada calon korban
tanpa menginformasikan sifat dan bahaya dari pekerjaan itu, di mana tawaran tersebut jelas
terlihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup dan keadaan ekonomi keluarganya,
sesudah para makelar berhasil membujuk korban, maka kaum perempuan serta anak-anak
ditempatkan di lokasi yang terpencil, selanjutnya para korban itu diserahkan dari satu calo ke
calo berikutnya disertai proses tukar menukar uang.?’

Perdagangan orang, yang mayoritas korbannya adalah kaum hawa, merupakan aksi penuh
kekerasan yang merampas berbagai hak kaum perempuan; padahal, hak-hak perempuan

sejatinya merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Maka dari itu, pada

27 Ibid. Him 2167.

28 Abdurrakhman Alhakim, Ampuan Situmeang, dan Jeannette Andhini Nurrulia Mashita, “Peran Imigrasi Dalam
Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam,”
Jurnal Hukum to-ra 9, no. 3 (2023): Hlm 322-38, https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.263.

2 Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA,” Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia 1, no. 3 (2019): Him 352-65, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365.
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dasarnya, tindak pidana perdagangan manusia sama sekali tidak memandang korban sebagai
sesama manusia.>’

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Imigrasi II TPI
Belawan

Direktorat Jenderal Imigrasi memegang fungsi krusial dalam upaya menanggulangi
kejahatan serius berupa perdagangan manusia (TPPO) di wilayah Indonesia khususnya di
daerah Belawan Tugas pokok keimigrasian mencakup pengawasan ketat terhadap surat-surat
perjalanan; paspor, izin masuk, serta kelengkapan dokumen penunjang lainnya akan
diverifikasi keasliannya. Ketentuan ini ditegaskan dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian, yang membekali otoritas Imigrasi untuk melakukan pengecekan dan
pemantauan dokumen perjalanan demi mencegah pemakaian dokumen palsu untuk aktivitas
terlarang, termasuk penyelundupan orang. Lebih lanjut, institusi imigrasi juga signifikan dalam
mengawasi akses masuk ke Indonesia lewat penerapan teknologi informasi canggih, seperti
Sistem Manajemen Pengendalian Perbatasan Terpadu (IBCM). Teknologi ini memfasilitasi
pelacakan pergerakan orang yang melintasi batas negara, memudahkannya mendeteksi pola
pergerakan mencurigakan yang kemungkinan berhubungan dengan TPPO. Pengawasan
semacam ini berlandaskan pada PP Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi
PP Nomor 40 Tahun 2023 mengenai Pengawasan Orang Asing, yang menjadi landasan legal
bagi Imigrasi guna memantau pergerakan individu, baik di pos pemeriksaan resmi maupun
jalur-jalur alternatif.

Di samping mengawasi gerbang perbatasan, instansi imigrasi memegang peranan krusial
dalam memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada publik, terutama bagi mereka yang
berencana bekerja di luar negeri, perihal risiko perdagangan orang. Langkah ini amat
diperlukan guna menjamin bahwa para calon pekerja migran benar-benar mengerti sepenuhnya
mengenai hak-hak mereka, tata cara sesuai hukum, dan tindakan pengamanan yang dapat
mereka lakukan agar terhindar dari penindasan. Pembekalan informasi tentang tindak pidana
perdagangan orang merupakan unsur tak terpisahkan dari strategi pencegahan, dengan sasaran
agar pekerja migran tidak terjerumus pada jebakan jaringan perdagangan manusia yang kerap

menyamarkan diri sebagai lowongan pekerjaan sah.’!

30 and Hery Sulistyo Ariella Gitta Sari, Harry Murty, “Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum
Nasional Dan Hukum Internasional,” Transparansi Hukum 4, no. 1 (2021).

31'S. R. Dewi, “Peran Keimigrasian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia,”
Jurnal Hukum dan Pembangunan 23, no. 4 (2023).
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Imigrasi memegang andil amat krusial dalam mengusut dan memberantas kejahatan
perdagangan orang, sebab tugasnya tidak hanya sebatas mengawasi saja, melainkan turut serta
menjadi anggota tim yang berperan dalam proses penegakan hukum. Salah satu unsur utama
dari peran tersebut adalah sinergi yang erat antara pihak Imigrasi dengan institusi penegak
hukum lain, misalnya kepolisian, kejaksaan, serta unit-unit lain yang bersangkutan, yang bahu-
membahu menginvestigasi serta menangani kasus perdagangan orang secara komprehensif.
Keimigrasian turut serta dalam mengumpulkan fakta pembuktian, mengamati pergerakan
individu yang dicurigai, dan juga memeriksa keabsahan dokumen yang dapat membantu
mengungkap keterlibatan seseorang dalam jaringan penjualan manusia. Data mengenai status
visa, izin menetap, dan catatan perjalanan seseorang merupakan informasi vital yang dapat
dimanfaatkan guna mengenali calon pelaku ataupun korban dari tindak pidana perdagangan
orang.*?

Kerja sama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur tugas Imigrasi untuk membantu
proses penyelidikan dan penegakan hukum dalam kasus TPPO. Imigrasi tidak hanya bertugas
mengawasi tetapi juga secara aktif terlibat dalam proses hukum, misalnya dengan membantu
pertukaran data yang dibutuhkan antar instansi terkait, seperti informasi tentang perjalanan,
status kewarganegaraan, dan aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, selama proses
penyelidikan, Imigrasi juga turut membantu mengenali dan melindungi korban TPPO yang
berpotensi terlibat dalam jaringan perdagangan manusia. Dengan peran ini, Imigrasi juga ikut
serta dalam mengenali kasus TPPO secara lebih awal, sehingga membantu pihak berwajib
dalam menangkap pelaku dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban.3?

Kerja sama antara Imigrasi dan lembaga lain dalam menangani TPPO juga melibatkan
penggunaan sistem informasi berbasis teknologi yang memudahkan pertukaran data dengan
cepat dan tepat. Misalnya, Imigrasi bisa memanfaatkan data dari sistem Integrated Border
Control Management (IBCM) atau Sistem Informasi Keimigrasian untuk mengawasi
perjalanan lintas batas yang mencurigakan, yang mungkin menunjukkan adanya tindak pidana
perdagangan orang. Oleh karena itu, peran Imigrasi dalam penyelidikan TPPO sangat penting,
karena tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga menjadi bagian utama dalam proses

mendeteksi, meneliti, dan menindak pelaku perdagangan manusia secara berkelanjutan.

32'S. Hutagalung, Hukum Imigrasi Indonesia dan Perlindungan Korban TPPO (Medan: Penerbit USU Press,
2021). Hlm 81.

33 M. Rizal, Kolaborasi Antar Lembaga dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Jakarta:
Penerbit Kencana, 2023). Him 42.
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Dalam konteks ini, Imigrasi memiliki tugas untuk tidak hanya menerapkan kebijakan,
tetapi juga menjadi mitra yang aktif dalam upaya mengungkap dan mengatasi TPPO. Dengan
dasar hukum yang jelas, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Imigrasi
bisa bekerja lebih baik dalam menemukan jaringan perdagangan orang, melindungi korban,
serta memastikan pelaku TPPO diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.3*

Selain itu, penerapan aturan imigrasi yang ketat dan mengawasi pergerakan orang di
perbatasan dapat membantu mencegah perjalanan korban perdagangan orang. Selama masa
pelaporan ini, pemerintah juga terus berusaha keras untuk mencegah terjadinya perdagangan
manusia. Untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya perdagangan manusia dan cara
mendapatkan bantuan, banyak lembaga pemerintah mengadakan seminar dan pelatihan tentang
anti-perdagangan manusia.®

Untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan, Langkah sama perlu dilaksanakan di
Belawan. Terkait dengan tuntutan yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku
perdagangan orang, mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena itu, pelaku
perdagangan orang harus diteliti dan dibawa ke pengadilan secara komprehensif. Mereka harus
dijatuhi hukuman yang bersifat pencegahan berdasarkan peran mereka dalam jaringan
perdagangan manusia. Usaha pencegahan dapat didorong dengan memberikan hukuman
kepada pelaku perdagangan manusia.>®

Langkah-langkah untuk mencegah tindak pidana perdagangan manusia atau trafficking
dapat dilakukan dengan berbagai metode yaitu:

1. Pemetaan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia berguna untuk
kepentingan dalam negeri maupun internasional.

2. Peningkatan pendidikan masyarakat, terutama alternatif pendidikan untuk anak
perempuan, mencakup juga fasilitas dan infrastruktur pendidikannya.

3. Menambah wawasan masyarakat dengan memberikan informasi secara
menyeluruh mengenai kejahatan perdagangan manusia serta semua aspek yang

berhubungan dengannya.

34 L. Suryani, Pengawasan Keimigrasian dalam Penanganan TPPO di Indonesia. (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2022). Him 12.

35 Rina Shahriyani Shahrullah and Dedy Febriyanto Tjhang, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Tindak
Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia Dan Filipina,” Journal of Judicial Review 16, no. 1 (2016): Hlm 20—
33.

36 Yener Sisman Cumhur Havan, “Understanding Human Trafficking in Tiirkiye: A Field Research with Public
Professionals Involved in the Fight Against Human Trafficking,” DergiPark Akademik 24, no. 2 (2023): Hlm
571-92, https://doi.org/https://doi.org/10.17494/0gusbd.1279265.
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4. Harus diupayakan adanya kepastian akses bagi keluarga, terutama bagi wanita
dan anak-anak, untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, peningkatan penghasilan, dan

layanan sosial.?”

Masyarakat pada umumnya sangat rentan menjadi sasaran dalam kasus perdagangan
manusia jika mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai isu ini. Oleh karena itu,
penting untuk melaksanakan kampanye yang besar-besaran dalam rangka menyebarkan
informasi mengenai apa itu dan bagaimana praktik trafficking yang perlu diwaspadai.

Langkah berikutnya untuk menghindari kejahatan perdagangan manusia adalah
mengatasi kemiskinan, kesenjangan gender, terbatasnya lapangan kerja, dan meningkatnya
gaya hidup konsumtif. Aspek-aspek ini mesti diperhatikan agar cepat diselesaikan. Selain itu,
usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan manusia memerlukan
penegakan hukum yang kuat. Tanpa adanya penegakan hukum, upaya pencegahan dan
pemberantasan kejahatan perdagangan manusia akan sia-sia. Hal ini disebabkan oleh pelaku

kejahatan perdagangan manusia akan semakin bebas dalam melanjutkan tindakan mereka.3®

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Belawan, kesimpulan yang dapat diambil adalah Penerapan
Hukum Pidana: Penegakan hukum mengenai TPPO di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan
dilaksanakan melalui penggabungan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian.
Pelaksanaan hukumnya lebih terfokus pada pengawasan pencegahan saat pengajuan paspor
dan pemeriksaan di lokasi pemeriksaan imigrasi (TPI). Secara hukum, individu yang
membantu pengiriman korban menggunakan dokumen palsu atau informasi yang salah dapat
dikenakan pasal berlapis, mencakup baik tindakan kriminal perdagangan orang maupun
pelanggaran keimigrasian.
Saran

Penguatan Koordinasi: Diperlukan peningkatan dalam fungsi Tim Pengawasan Orang

Asing (TIMPORA) yang lebih baik dengan melibatkan kepolisian dan lembaga terkait untuk

37 Tri Wahyu Widiastuti. Op. Cit. Hlm 113.
38 Okky Chahyo Nugroho, “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,”
Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 4 (2018): Hlm 543.
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memperkecil kesempatan bagi sindikat TPPO di area perairan. Peningkatan Sosialisasi: Kantor
Imigrasi perlu lebih giat dalam melakukan sosialisasi hukum di daerah-daerah dengan
konsentrasi pekerja migran di wilayah Belawan untuk memberikan pendidikan mengenai risiko
perdagangan manusia. Modernisasi Sistem: Perlu adanya pengembangan sistem yang dapat
mendeteksi keaslian dokumen serta pembaruan data cekal yang lebih canggih untuk

mempermudah petugas di lapangan dalam mengenali individu yang mencurigakan.
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